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1.1 Latar Belakang
Pajak merupakan salah satu pemasukan negara yang mempunyai tujuan untuk
membiayai pengeluaran atau kebutuhan negara dalam meningkatkan pembangunan

nasional. Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, membawa
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Dalam

pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu

ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dapat diwujudkan.

Sejalan dengan peningkatan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di Daerah, maka

diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya



memadai. Upaya penyediaan dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan
peningkatan kinerja pemungutan.

Untuk dapat mewujudkan otonomi daerah sangat bergantung pada
kemampuan keuangan, serta aparatur pemerintahnya dalam menggali dan mengelola
keuangan tersebut sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Pemberlakuan Pajak

sebagai penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya mencakup urusan pemerintah
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Hal ini menunjukkan pada akhirnya proses pemungutan Pajak, khususnya
Pajak Kendaraan Bermotor, akan memberikan beban kepada masyarakat, Oleh
karena itu, masyarakat perlu memahami ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor

dengan jelas agar mau memenuhi kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.



Pada UPT Pelayanan Pendapatan Provinsi mempunyai tugas pokok
melaksanakan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan bidang teknisnya.

Dalam pelaksanaan operasional mempunyai fungsi :

a. Melakukan pendaftaran dan penetapan, penagihan dan pelaporan
pendapatan daerah.

b. Melakukan penatausahaan pemungutan pendapatan daerah.
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Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu pajak daerah yang merupakan

sumber pendapatan daerah yang sangat perlu karena konstribusinya sangat besar
untuk negara. Pajak ini merupakan pajak langsung yang dipungut oleh Pemerintah

Daerah Tingkat I atas kepemilikian kendaraan bermotor.

Pelaksanaan pelayanan terhadap PKB dan BBN-KB yang dilkelola pada UPT

dilaksanakan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang dikenal



dikenal dengan SAMSAT. Adanya SAMSAT memudahkan wajib pajak dalam
melakukan pembayaran pajak kendaraan motor, dengan adanya SAMSAT wajib
pajak tidak perlu lagi bersusah payah bolak balik ke instasi-instasi terkait untuk
membayar pajak karena semua instasi sudah berada dalam satu atap (satu kantor)

yang dikenal dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).
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1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang
dikemukakan sebagai berikut :
a. Bagaimana prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kantor

Samsat Kabupaten Agam?



b. Bagaimana efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kantor
Samsat Kabupaten Agam?

c. Bagaimana kendala dan hambatan-hambatan dalam proses pemungutan
pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Agam?

d. Bagaimana upaya untuk menanggulangi kendala dan hambatan dalam proses
pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Agam?

1.3 Tujuan Penulisan
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1.4 Manfaat Penulisan
1. Bagi Instansi
Yaitu sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Kantor Samsat
Kabupaten Agam untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dalam

penyempurnaan atas kekurangan yang mungkin ada.



2. Bagi Penulis
a. Untuk mendapatkan pengalaman dan pemahaman mengenai dunia
kerja serta pengaplikasian teori yang di dapat penulis dengan
implementasinya di dunia kerja.
b. Meningkatkan pengetahuan penulis mengenai prosedur dan
efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat

Kabupaten Agam

2. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
3. Keuntungan dan Kendala dari pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam

pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB
1.7 Metode Pengumpulan Data

a. Field Research (Pengamatan Lapangan)



Penulis melakukan pengamatan langsung ke Kantor Samsat Kabupaten
Agam, dan memperoleh data dengan metode wawancara atau tanya jawab
kepada pegawai yang bersangkutan, yang dimulai dari tanggal 27 Desember
2017 sampai dengan 12 Februari 2018 untuk mengetahui prosedur dan

efektivitas dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

b. Metode Analisa
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1.8 Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan
kegiatan magang, manfaat kegiatan magang, metode penulisan,

sistematika penulisan.
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TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan pengertian prosedur dan efektivitas pemungutan

pajak kendaran
GAMBARAN UMUM SAMSAT

Bab ini berisi gambaran umum SAMSAT , menerangkan sejarah

MSAT, Strategi
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Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis untuk

perbaikan kedepannya.



